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PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.02/2022 TANGGAL 7 NOVEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1139) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT 
KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LlSTRIK. 

ABSTRAK :  - bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan 
tenaga listrik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya _ penambahan alokasi 
pembayaran kompensasi bahan bakar minyak dan listrik tahun 2022 berdasarkan kesepakatan 
antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian terkait 
mekanisme perhitungan, penganggaran, dan pencairan dana kompensasi bahan bakar minyak 
dan listrikuntuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak 
dan tenaga listrik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya _ penambahan 
alokasi pembayaran kompensasi bahan bakar minyak dan listrik tahun 2022 berdasarkan 
kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian 
terkait mekanisme perhitungan, penganggaran, dan pencairan dana kompensasi bahan bakar 
minyak dan listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan 
Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan TarifTenaga 
Listrik. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945,UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), 
PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 
50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 
No.399) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Perpres69 Tahun 2021 (LN 
Tahun 2021 No.169), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 159/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 
No. 1277), Permenkeu RI 22/PMK.05/2021 (BN Tahun 2022 No. 279). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang 
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan 
Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 
dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1277) yakni 
Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, di antara ayat (3) dan 
ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), serta ketentuan ayat (3) dan ayat (4) 
Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) , ayat (6) , dan ayat (7) Pasal 7 diubah, 
Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) 
Pasal 9 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan 
ayat (3b), dan setelah ayat (8) Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10), 
Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 17 
diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 
1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (7) Pasal 19 dihapus, 
Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, Ketentuan Pasal 20 
diubah, Ketentuan Pasal 21 cliubah, Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (6a), serta ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 22 diubah, 
Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, Menambahkan Lampiran 
mengenai ketentuan contoh perhitungan formula kompensasi pada laporan penjualan PT PLN 



(Persero) setelah Lampiran huruf H , sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 dan diundangkan pada tanggal 
14 November 2022. 

   Lampiran halaman 17- 20. 

 


